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III. PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

A. Program dan Indikator Kinerja Program Sebelum Reviu 

Program Indikator Kinerja Program 

Program Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Persentase Terlaksananya Diseminasi 

Informasi kepada masyarakat 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur 

dan Aplikasi Informatika 

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase terpenuhinya database statistik 

sektoral daerah 

Program Penyelenggaranan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

 

B. Program dan Indikator Kinerja Program setelah reviu 

Tetap / Masih sesuai 

 

 

IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

A. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Reviu 

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

Pengelolaan  Informasi  dan  Komunikasi  

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase informasi dan komunikasi publik 

pemerintah yang disampaikan kepada 

masyarakat 

Pengelolaan Nama Domain yang Telah 

Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub 

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Persentase domain jaring komunikasi yang 

dikelola 

Pengelolaan E-government  di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase layanan e-government yang dikelola 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

di Lingkup Daerah Kota 

PenyelenggaraanPersandian untuk Pengamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan persandian dan 

pengamanan informasi yang terlaksana 

Penetapan  Pola  Hubungan   Komunikasi  Sandi 

Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang 

dilaksanakan 

 

B. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Reviu 

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

Pengelolaan  Informasi  dan  Komunikasi  

Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase informasi dan komunikasi publik 

pemerintah yang disampaikan kepada 

masyarakat 

Pengelolaan E-government  di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase layanan e-government yang dikelola 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

di Lingkup Daerah Kota 

Penyelenggaraan Persandian untuk 

Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan persandian dan 

pengamanan informasi yang terlaksana 

Penetapan  Pola  Hubungan   Komunikasi  Sandi 

Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang 

dilaksanakan 

 



V. SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 

A. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Sebelum Reviu 

Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan 

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan 

Aspirasi Publik 

Pengelolaan   Konten   dan   Perencanaan   

Media Komunikasi Publik 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan 

Perencanaan Media Komunikasi Publik 

Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi 

Publik 

Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku 

Kepentingan 

Penguatan  Kapasitas  Sumber  Daya  

Komunikasi Publik 

Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang 

Meningkat Kapasitasnya 

Penyelenggaraan  Hubungan  Masyarakat,  

Media dan Kemitraan Komunitas 

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, 

Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan 

Informasi Program atau Kebijakan 

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

Penatalaksanaan dan Pengawasan E-

government dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan 

Pengawasan E -Government dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang 

Dikelola 

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan 

Informasi Elektronik 

Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan 

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi 

Elektronik 

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan 

Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem 

Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 

Jumlah Dokumen Program Inovasi yang 

Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan 

Smart City 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Pengembangan Ekosistem SPBE 

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah 

Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik 

Daerah yang Terintegrasi 

Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya 

dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang 

Terintegrasi 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik 

Sektoral 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 

Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 

Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan 

Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam 

Jaring Komunikasi Sandi 

 



B. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Setelah Reviu 

 

Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan 

Relasi Media Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media 

yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. 

Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di 

Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan 

Relasi Media 

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas 

Informasi Masyarakat 

Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif 

Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di 

Dinas Kominfo 

Pelayanan Informasi Publik Jumlah Permohonan Informasi Publik yang 

Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan 

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan 

Aspirasi Publik 

Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu 

Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda 

Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah 

Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Komunikasi Publik Milik 

Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun 

Pemanfaat Media Berbayar Sesuai 

Kriteria/Juknis 

Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang 

Disusun 

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Komunikasi Publik 

Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang 

Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan 

Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di 

Lingkungan Pemda 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan 

SPBE di Lingkungan Pemda 

Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan 

berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 

Pembangunan dan/atau Pengembangan 

Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan 

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau 

Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta 

Rencana SPBE Pemerintah Daerah 

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah 

Daerah Kab/Kota 

Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah 

Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah Kab/Kota 

Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas 

Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau 

Kota Cerdas 

Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota 

Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten 

atau Kota Cerdas 

Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi 

SPBEdan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan 

SPBE 

Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi 

Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi 

Penyelenggaraan SPBE 

Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan 

Manajemen SPBE 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik 

Sektoral 

Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di 

Bidang Statistik 



Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap 

Sistem Statistik Nasional 

Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan 

Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring 

dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan 

Kebijakan 

Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan 

Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam 

Jaring Komunikasi Sandi 







2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota 
Banda Aceh 2007-2027; 

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banda Aceh; 

13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan 

14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-
2026. 
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